
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHUTANG DALAM RANGKA

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019
merupakan bencana nasional yang mempengaruhi
stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat
sebagai peketja maupun pelaku usaha sehingga perlu
dilakukan upaya pengaturan dalam mendukung
penanggulangan dampak Corona Virus Disease-I9
dimaksud;

b. bahwa dalam rangka penanganan piutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
untuk meringankan beban Wajib Pajak
melaksanakan kewajiban perpajakannya karena
penyebaran Corona Virus Disease-19, serta sebagai
salah satu upaya peningkatkan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
dibuat instrumen kebijakan yang mengatur mengenai
penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan
Tahun Pajak 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Terhutang Dalam Rangka
Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus
Disease 2019;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6673);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6673);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



8. Peraturan Menten Keuangan Nomor
44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib
Pajak Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
411);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIE PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TERHUTANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pringsewu.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pringsewu.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Pringsewu.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan Usaha, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.



8. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa
pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat
keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang
dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat
keterlambatan pembayaran pajak.

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keija
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Keija
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

BABU
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

(1) Dalam rangka penanganan piutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dan untuk meringankan beban Wajib Pajak
melaksanakan kewajiban perpajakannya karena
penyebaran Corona Virus Disease 19 serta untuk
meningkatkan penerimaan PBB P2, Kepala Badan
dapat menghapuskan sanksi administratif.

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sanksi
administratif PBB P2 sarnpai dengan Tahun Pajak
2021.

(3) Bupati mendelegasikan wewenang untuk
menghapuskan sanksi administratif kepada Kepala
Badan.

Pasal 3

(1) Penghapusan sanksi administratif diberikan
terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran
dalam jangka waktu mulai tanggal 01 November
2021 sarnpai dengan tanggal 31 Desember 2021.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran
setelah tanggal 31 Desember 2021 maka sanksi
administratif tetap berlaku sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIE

Pasal 4

(1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan apabila
Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok PBB
P2 pada tahun pajak berkenaan.

(2) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sanksi administrasi PBB-P2 dihapus
secara otomatis melalui Sistem.

BAB IV
PELAPORAN PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

(1) Bapenda menyampaikan laporan penghapusan sanksi
administratif kepada Bupati dan PPKD dengan
melampirkan rekapitulasi data yang berisi antara
lain:
1. Tahun pajak;
2. Nomor Objek Pajak (NOP);
3. Jumlah nilai ketetapan;
4. Pembayaran dan sisa pokok pajak;
5. Jumlah besaran sanksi administratif yang

ditetapkan;
6. Jumlah besaran sanksi administratif yang

dihapuskan; dan
7. Sisa sanksi administratif yang belum dibayar

dalam hal masih terdapat sanksi administratif
yang terhutang.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bapenda menyesuaikan jumlah piutang PBB-
P2 dari neraca.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi
administratif sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini,
tidak dapat diajukan pemindahbukuan, restitusi dan
kompensasi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 5 November 2021
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 621

Salman sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat DaeVall Kabupaten Pprfgsen u,

PUTRA ADirL¥GL^lILANG..S.H..M.H
PenatƒTingkat I / m.d

NIP. 19870212 201001 1 005


